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ABSTRAK 

 

Vlenka Moistisa Adas, 2025. Analisis Efektifitas Penerapan Instruksi Presiden No. 1 

Tahun 2025 Tentang Efisiensi Pengelolaan APBN Pada Balai Taman 

Nasional Bunaken. Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi 

Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh 

Pembimbing I: Susy A. Marentek, S.E.,M.SA dan Pembimbing II: Christony 

Maradesa, S.E.,M.SA. 

 

Penelitian ini menganalisis implementasi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 

mengenai efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 

Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh BTNB dalam menanggapi instruksi 

tersebut dan dampaknya terhadap optimalisasi APBN, efektivitas program konservasi, 

serta peningkatan akuntabilitas lembaga. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menganalisis 

data riil efisiensi yang terjadi pada setiap program BTNB. Strategi efisiensi yang 

diimplementasikan mencakup rasionalisasi program dengan penghapusan kegiatan non-

esensial, penajaman fokus pada kegiatan inti, dan optimalisasi biaya operasional dan 

administratif tanpa mengorbankan target keluaran utama. Faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi efisiensi ini meliputi penghapusan kegiatan yang tidak berdampak 

langsung pada kinerja inti (misalnya, sosialisasi dan promosi pariwisata), peningkatan 

fokus dan realokasi anggaran ke program prioritas tinggi (misalnya, penyelamatan 

spesies), optimalisasi metode kerja dan pemanfaatan sumber daya lokal, serta 

penekanan biaya operasional dan administrasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTNB berhasil menerapkan Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 2025 dengan menunjukkan efisiensi yang signifikan dan terukur 

di seluruh programnya. Dampak positif dari efisiensi ini terlihat dari optimalisasi APBN 

melalui penghematan dana yang substansial, terjaganya atau bahkan meningkatnya 

efektivitas program konservasi karena penajaman fokus pada keluaran inti meskipun 

dengan anggaran yang lebih rendah, dan peningkatan akuntabilitas lembaga melalui 

transparansi data anggaran serta realisasi yang lebih ketat. 

 

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Pengelolaan APBN, Balai Taman Nasional Bunaken, 

Konservasi. 
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ABSTRAC 

 

Vlenka Moistisa Adas, 2025. Analysis of the implementation efeectifty of presidential 

instruction number 1 of 2025 concerning the efficiency of APBN management 

at the Bunaken National Park Center. Thesis of applied bachelor of financial 

accounting majoring in accounting supervised by supervisor I: Susy A. Marentek, 

S.E., M.SA and supervisor II: Christony Maradesa, S.E., M.SA 

This study analyzes the implementation of Presidential Instruction No. 1 of 2025 

regarding the efficiency of the management of the State Budget (APBN) at the Bunaken 

National Park Office (BTNB). The purpose of this study is to identify the strategies 

implemented by BTNB in response to the instruction and its impact on the optimization 

of the state budget, the effectiveness of conservation programs, and the improvement of 

institutional accountability. 

This research uses a descriptive qualitative method, by analyzing real data on 

the efficiency of each BTNB program. The efficiency strategies implemented include 

program rationalization by eliminating non-essential activities, sharpening focus on 

core activities, and optimizing operational and administrative costs without 

compromising key output targets. Key factors influencing these efficiencies include the 

elimination of activities that do not have a direct impact on core performance (e.g., 

tourism socialization and promotion), increased focus and reallocation of budgets to 

high-priority programs (e.g., species rescue), optimization of work methods and 

utilization of local resources, as well as the use of local resources and minimizing 

operational and administrative costs. 

The results show that BTNB has successfully implemented Presidential 

Instruction No. 1 Year 2025 by demonstrating significant and measurable efficiency 

across its programs. The positive impact of this efficiency can be seen in the 

optimization of the state budget through substantial savings, maintained or even 

increased effectiveness of conservation programs due to a sharpened focus on core 

outputs despite lower budgets, and increased institutional accountability through 

stricter transparency of budget data and realization. 

 

Keywords: Budget Efficiency, State Budget Management, Bunaken National Park, 

Conservation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang Masalah 

  Pengelolaan keuangan negara adalah bagian penting dari jalannya 

 pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Keuangan negara merupakan 

 bidang yang mempelajari tentang pengelolaan dan pengaturan aspek keuangan 

 yang terkait dengan pemerintahan suatu Negara. Semua proses mulai dari 

 perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran 

 negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan membiayai 

 kegiatan pemerinyah, pembangunan, serta penyediaan barang dan jasa publik.  

 Agar pengelolaan keuangan negara berjalan baik, prinsip efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas harus selalu diterapkan. Hal ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tertib, hemat, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk memperkuat pengelolaan 

keuangan, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(HKPD). UU ini menekankan pentingnya kerjasama yang seimbang antara pusat 

dan daerah dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, ada juga UU Nomor 62 

Tahun 2024 yang memperkuat tata kelola keuangan negara dengan mendorong 

penggunaan anggaran yang efisien, serta pengawasan yang lebih ketat agar dana 

yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam upaya 

meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Indonesia 

terus mengembangkan berbagai kebijakan dan instruksi yang bertujuan untuk 

mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Pada tahun 

2025, Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan yang penting 

terkait pengelolaan anggaran negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 

Tahun 2025 tentang Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah 

menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
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Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Tujuan utama Inpres ini adalah 

untuk mencegah pemborosan anggaran dan mendorong transparansi serta 

akuntabilitas dalam penggunaan dana negara. Melalui efisiensi pemerintah dapat 

mengefektifkan program-program prioritas yang memeberikan dampak nyata 

bagi masyarakat, memanfaatkan teknologi dan SDM, serta memperkuat kerja 

instansi pemerintah agar lebih produktif dan adaptif. Semua kementerian, 

lembaga, dan pemerintah daerah diminta untuk meninjau dan mengevaluasi 

pengeluaran mereka, agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan efisien. 

Instruksi Presiden ini juga berlaku di sektor lingkungan, seperti pengelolaan 

sumber daya alam. Salah satunya di Balai Taman Nasional Bunaken, yang 

merupakan kawasan konservasi laut di bawah Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. Kawasan ini membutuhkan anggaran yang besar, baik untuk 

menjaga kelestarian lingkungan, memperbaiki fasilitas wisata, hingga 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pengelolaan kawasan 

konservasi seperti Taman Nasional Bunaken memiliki peran yang sangat 

strategis, tidak hanya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan 

keanekaragaman hayati, tetapi juga dalam mendukung pembangunan 

berkelanjutan, khususnya melalui sektor pariwisata alam. Namun, pelaksanaan 

fungsi ini memerlukan dukungan anggaran yang besar, konsisten, dan dikelola 

secara efektif. Taman Nasional Bunaken, yang mencakup wilayah daratan dan 

perairan laut dengan ekosistem yang sangat kompleks dan sensitif, 

membutuhkan anggaran tahunan yang diperkirakan berkisar antara Rp3 miliar 

hingga Rp5 miliar. Sayangnya, pendapatan dari sektor wisata, yang salah 

satunya diperoleh dari tiket masuk, masih jauh dari mencukupi, yaitu hanya 

sekitar Rp1,3 miliar per tahun. Kesenjangan ini menandakan adanya persoalan 

struktural dalam hal pembiayaan, yang jika tidak ditangani dengan serius dapat 

berdampak langsung terhadap keberlanjutan kawasan. 

Meskipun Balai Taman Nasional Bunaken telah menunjukkan kinerja 

yang baik dan bahkan memperoleh penghargaan sebagai pengelola anggaran 

terbaik di Sulawesi Utara pada tahun 2022, kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan anggaran dalam arti yang sesungguhnya. Tantangan-
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tantangan fundamental masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi dalam manajemen anggaran berbasis 

kinerja, lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan keuangan, serta kesulitan 

dalam menyusun prioritas alokasi dana untuk berbagai program yang memiliki 

urgensi dan dampak berbeda. Terlebih lagi, koordinasi antarinstansi, baik secara 

vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antarunit teknis di 

daerah), belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor 

penghambat utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran 

yang efektif dan berorientasi hasil. 

Dalam konteks tantangan tersebut, keberadaan Instruksi Presiden 

(Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Efektivitas dan 

Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah menjadi sangat krusial. 

Inpres ini tidak sekadar menjadi arahan administratif, tetapi merupakan sebuah 

langkah strategis untuk mereformasi sistem pengelolaan anggaran di seluruh 

satuan kerja pemerintah, termasuk pada sektor lingkungan dan konservasi alam. 

Inpres ini menuntut adanya perubahan paradigma dari sekadar penggunaan 

anggaran secara prosedural menjadi penggunaan anggaran yang berbasis pada 

hasil, dampak, dan kinerja nyata. Dalam hal ini, Balai Taman Nasional Bunaken 

dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini, baik dari 

aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pelaporan kinerja, hingga 

monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. 

Urgensi penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 di Taman Nasional 

Bunaken menjadi semakin tinggi jika mempertimbangkan kompleksitas 

permasalahan lingkungan yang dihadapi. Kawasan ini tidak hanya menghadapi 

tekanan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga 

rentan terhadap dampak perubahan iklim, pencemaran laut, dan konflik 

kepentingan antara pelestarian dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, 

anggaran yang dikelola harus benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan 

berorientasi pada pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Efisiensi di sini 

tidak berarti penghematan yang membabi buta, melainkan optimalisasi sumber 

daya untuk mencapai dampak terbesar terhadap kelestarian lingkungan dan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Dengan adanya Inpres ini, diharapkan terjadi perubahan menyeluruh 

dalam cara kerja lembaga seperti Balai Taman Nasional Bunaken, yang 

mencakup peningkatan kapasitas SDM, integrasi perencanaan lintas sektor, serta 

penguatan sistem akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang 

komprehensif mengenai bagaimana Inpres No. 1 Tahun 2025 dapat diterapkan 

secara kontekstual di Taman Nasional Bunaken. Kajian ini akan membantu 

mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam proses implementasi, 

merumuskan strategi adaptasi kebijakan di tingkat lokal, serta memastikan 

bahwa anggaran yang terbatas dapat menghasilkan dampak yang maksimal bagi 

konservasi dan pengembangan wisata berkelanjutan. Dengan kata lain, kajian ini 

menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa instruksi presiden benar-

benar mampu menjawab tantangan nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi 

dokumen normatif tanpa implementasi yang konkret. 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan di uraikan dalam laporan 

proposal skripsi yang berjudul: “ ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN 

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI 

PENGELOLAAN APBN PADA BALAI TAMAN NASIONAL 

BUNAKEN”. 

 Rumusan Masalah 

 Rumusan Masalah yang akan peneliti bahas sesuai dengan latar belakang 

yang telah diuraikan di atas dan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Efektivitas penerapan kebijakan efisiensi anggaran sesuai 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025  

2. Bagaimana strategi Balai Taman Nasional Bunaken dalam menyesuaikan 

pengelolaan anggarannya untuk mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas 

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut? 

 Tujuan Penelitian 

 Penelitian Ini bertujuan mengetahui bagaimana efektivitas penerapan 

kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran dan mengetahui Bagaimana strategi 

Balai Taman Nasional Bunaken dalam menyesuaikan pengelolaan anggarannya 
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untuk mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan 

dalam Instruksi Presiden  

 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis  

 Penulis akan beroleh wawasan lebih dalam mengenai efisiensi 

pengelolaan APBN, yang menghubungkan teori dengan praktik di 

lapangan. 

 Hasil Penelitian Ini Juga bisa menjadi referensi bagi peneliti lain 

untuk dapat  memahami dan mengetahui dampak apa saja yang terjadi 

beserta dengan penanganannya. 

 Penulis juga dapat berinteraksi secara langsung dengan beberapa 

pihak yang ada yang nantinya dapat membuka peluang bagi penulis 

untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan menjadi mitra kerja di 

masa yang akan dating 

1.4.2 Bagi Instansi 

Melalui penelitian ini juga, Balai Taman Nasional Bunaken dapat 

memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berkontribusi terhadap 

keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, Pengelolaan anggaran yang 

efisien akan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan dengan 

bijak dan terarah untuk kegiatan pelestarian alam yang optimal. 

1.4.3 Bagi Institusi 

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi institusi khususnya jurusan 

Akuntansi sebagai bahan ajar atau studi kasus yang berguna bagi mahasiswa 

untuk mendapat banyak Materi bahkan referensi dan dapat memberikan contoh 

yang nyata bagi mahasiswa. Jugadapat membukan peluang untuk penelitian 

kolaboratif atau memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa di instansi 

pemerintah. 
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  Batasan Masalah 

Penelitian membahas pada analisis efektifitas terhadap data anggaran 

yang mengalami efisiensi akibat penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 

pada Balai Taman Nasional Bunaken. Data yang dianalisis meliputi program-

program yang menunjukkan perubahan yang signifikan dalam RKA-KL dan 

DIPA pada bulan januari 2025 sampai februari 2025 (sebelum penerapan inpres) 

dan RKA-KL dan DIPA pada bulan maret 2025 hingga April 2025 (setelah 

penerapan inpres). Fokus utama penelitian adalah pada program  yang 

terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi yang terbukti melalui selisih 

anggaran dan realisasi sebelum penerapan inpres dengan anggaran dan realisasi 

setelah penerapan inpres. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Konsep Efisiensi 

2.1.1 Efisiensi Anggaran 

Efisiensi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan 

anggaran negara yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara 

optimal. Dalam buku "Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi", efisiensi adalah 

ukuran seberapa baik suatu organisasi sektor publik memanfaatkan input 

(sumber daya) untuk menghasilkan output atau layanan publik. Suatu proses 

dikatakan efisien apabila mampu mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan 

seminimal mungkin (Mardiasmo, 2022). Dalam konteks pengelolaan keuangan 

negara, efisiensi berarti anggaran harus digunakan tanpa pemborosan, dengan 

prosedur yang sederhana, dan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat. 

Hal ini sangat relevan dengan semangat yang diusung dalam Instruksi Presiden 

No. 1 Tahun 2025, yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan belanja 

APBN dan APBD. Dengan merujuk pada pemikiran Mardiasmo, penerapan 

instruksi tersebut seharusnya mendorong lembaga suntuk mengelola anggaran 

secara lebih hemat, terarah, dan berorientasi pada hasil nyata, khususnya dalam 

mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

Efisiensi juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar pemerintah 

dapat mengelolah anggaran dengan baik dan dapat memberikan pelayanan 

kesejahteraaan yang maksimal pada masyarakat. Dimana pengelolaan anggaran 

yang efisien berarti setiap biaya yang digunakan mampu meberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyrakat. Sebagian besar pemerintah 

masih menggunakan pendekatan incremental yaitu perencanaan anggaran yang 

hanya bertepatkan tahun sebelumnya Oleh karenanya, dalam penyusunan 

anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran  yang  jelas. Berkenaan dengan  itu,  maka  

penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan  serta harga satuannya, akan 

merupakan factor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

angaran(Kota & Suryati, 2024). 
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2.1.2  Efisiensi Alokatif 

Efisiensi alokatif merupakan konsep yang menekankan pentingnya 

menggunakan sumber daya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. Yang pada intinya sumber daya seperti anggaran, tenaga, bahkan 

waktu perlu dialokasikan ke tempat yang paling membutuhkan dan dapat 

memberikan manfaat terbesar. Dalam pelaksanaannya, efisiensi alokatif terjadi 

ketika tidak ada cara lain untuk mendistribusikan sumber daya yang bisa 

meningkatkan manfaat bagi satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Beberapa 

penelitian seperti studi tentang efisiensi alokatif dalam pertanian cabai merah di 

garut, dimana menunjukan untuk mengoptimalkan penggunaan faktor produksi 

maka pengunaan seperti tenaga kerja dan benih perlu di tambah sedangkan hal 

seeprti pupuk kimia yang tidak terlalu memberikan terhadap produksi cabai 

perlu di kurangi(Sonia et al., 2020). 

Efisisensi alokatif memastikan agar anggaran dan sumber daya lainnya 

dapat digunakan untuk program yang palin penting yang di mana  dapat 

membawa dampak besar tidak hanya bagi Lembaga kementrian tetapi juga bagi 

masyarakat. Misalnya dana yang akan di alokasikan digunakan untuk menjaga 

ekosistem laut dan mendukung masyarakat yang dimana hal ini dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan. 

2.1.3 Teori Efesiensi Teknis 

efisiensi teknis menjelaskan keberhasilan perusahaan dalam 

memanfaatkan input yang dimiliki untuk memaksimumkan output yang 

dihasilkanfisiensi teknis dapat dilihat dari bagaimana sumber daya yang ada 

digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan konservasi dan pengelolaan.  

Beberapa penelitian dalam penerapannya efisiensi teknik yaitu 

pendidikan konservasi berbasis teknologi dimana di Pulau Nain yang termasuk 

dalam kawasan taman nasional bunaken, masyarakat menghadapi keterbatasan 

akses listrik yang hanya tersedia dari pukul 18.00 hingga 01.00. untuk 

memanfaatkan waktu yang terbatas secara efisien, petugas taman nasional 

bunaken mengadakan program Bina Cinta Alam (BCA) yang meliputi 

pendidikan konservasi berbasis teknologi, pendampingan kelompok masyarakat, 
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dan pembinaan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP). Yang dimana 

pendekatan ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat  

terhadap kawasan konservasi, meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang 

ada(Isnaeni Lukman et al., 2022).  Dengan adanya implementasi strategi tersebut 

dapat menunjukkan upaya  dalam mencapai efisiensi teknis melalui pemanfaatan 

teknologi dan pemberdayaan masyarakat, guna mencapai tujuan konservasi 

secara optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya. 

2.1.5 Tujuan Efisiensi  

Efisiensi anggaran  juga bertujuan untuk mencegah pemborosan, dengan 

memastikan bahwa pengeluaran dilakukan secara bijak dan sesuai dengan 

prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, efisiensi anggaran sangatlah penting 

bagi pemerintah dan jajarannya, dengan adanya pengukuran efisiensi dapat 

menunjukkan apakah  suatu rencana dapat tercapai dengan pendanaan yang 

minimal(Prasetyo & Nugraheni, 2020) 

Yang menjadi tujuan efisiensi anggaran pada pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kementrian atau lembaga yaitu untuk 

memastikan bahwa penggunaan dana Negara yang dialokasikan untuk kegiatan 

yang berdampak langsung bagi instansi, serta program-program yang 

mendukung lainnya dapat di lakukan tepat sasaran sesuai prioritas yang ada. 

Pengelolaan yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaan anggaran sehingga masyarakat dapat mengetahui dana yang 

digunakan dan dampaknya terhadap konservasi alam. 

2.2 Konsep Akuntansi Pemerintah 

2.2.1 Akuntansi Pemerintah 

Akuntansi Pemerintah merupakan sistem yang digunakan untuk 

mengelola, mencatat, melaporkan, dan mengaudit transaksi keuangan yang 

dilakukan oleh lembaga pemerintah, termasuk pengelolaan anggaran yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun lembaga-

lembaga Negara(Efisiensi & Negara, 2024) Teori akuntansi pemerintah dalam 

pengelolaan APBN di instansi khususnya di kementrian atau lembaga sangat 
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penting untuk memastikan penggunaan dana negara dilakukan secara efisien, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Akuntansi pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai 

bagaimana dana publik digunakan dan memastikan penggunaan dana tersebut 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa semua transaksi 

keuangan tercatat dengan benar dan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai 

dengan standar yang ada. Penerapan SAP memastikan bahwa dana yang diterima 

dari APBN tercatat dengan jelas dan transparan, sehingga bisa 

dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas. Salah satu sistem 

penting dalam pengelolaan anggaran adalah anggaran berbasis kinerja 

(performance-based budgeting), di mana dana dialokasikan berdasarkan hasil 

yang ingin dicapai, bukan hanya kebutuhan administratif.  

Dengan sistem anggaran berbasis kinerja, setiap pengeluaran anggaran 

bisa diukur sesuai dengan hasil yang diinginkan. Prinsip akuntabilitas dan 

transparansi juga sangat penting dalam pengelolaan APBN. Akuntabilitas berarti 

instansi dapat bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diterima dan harus 

siap memberikan penjelasan tentang bagaimana dana tersebut digunakan. 

Transparansi memastikan bahwa informasi tentang pengelolaan anggaran dapat 

diakses oleh publik, sehingga masyarakat bisa memantau penggunaan dana 

tersebut. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui apakah 

dana tersebut digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

2.2.2 Tujuan Akuntansi Pemerintah 

Penerapan akuntansi pemerintah dalam pengelolaan APBN sangat 

berhubungan dengan efisiensi penggunaan anggaran karena akuntansi 

pemerintah memberikan sistem yang jelas dan terstruktur untuk mengelola dana 

yang diterima. Dengan prinsip-prinsip akuntansi yang meliputi transparansi, 

akuntabilitas, dan anggaran berbasis kinerja, pengelolaan anggaran menjadi 

lebih terarah dan fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran 

berbasis kinerja membantu memastikan bahwa dana yang diterima digunakan 

untuk mencapai hasil yang nyata, seperti kegiatan atau program yang menjadi 
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prioritas bagi instansi atau yang membawa dampak langsung bagi instansi 

tersebut. Hal ini mendukung efisiensi karena dana dialokasikan hanya untuk 

kegiatan yang benar-benar mendukung tujuan konservasi. 

Prinsip transparansi memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas, 

seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memantau penggunaan 

anggaran dengan lebih mudah dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan 

dengan benar sesuai peruntukannya.4 Sementara itu, akuntabilitas memastikan 

bahwa pihak Instansi dapat mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran yang 

dilakukan, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan atau pengeluaran 

yang tidak perlu. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat 

dapat lebih percaya bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. 

2.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Konservasi 

2.3.1 Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan 

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) sangat berkaitan dengan Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang pengelolaan APBN, karena instruksi ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara lebih efisien 

dan tepat sasaran. Instruksi tersebut mengarahkan agar dana yang diberikan 

digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat besar, seperti pelestarian 

ekosistem. Dalam hal ini, pengelolaan anggaran harus difokuskan pada kegiatan 

yang mendukung konservasi alam, seperti menjaga terumbu karang, melindungi 

spesies langka, dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menekankan pengurangan pemborosan dan 

penggunaan anggaran dengan cara yang lebih efektif. Artinya, setiap dana yang 

dialokasikan untuk kegiatan konservasi yang harus benar-benar digunakan untuk 

hal-hal yang bermanfaat, seperti pengawasan kawasan dan upaya pencegahan 

kerusakan ekosistem. Misalnya, dana yang digunakan untuk patroli atau 

kampanye kebersihan harus bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, 

seperti mengurangi sampah plastik di laut yang dapat merusak terumbu karang. 

Selain itu, instruksi ini juga mengharuskan adanya evaluasi kinerja yang 

rutin untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan hasil 
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yang positif. Misalnya, penggunaan dana untuk riset konservasi harus 

menunjukkan hasil yang jelas, seperti peningkatan kondisi terumbu karang atau 

perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. Dengan adanya evaluasi 

ini, pengelolaan anggaran di kementrian/lembaga yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan konservasi bisa lebih terarah dan efisien. Secara keseluruhan, 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 membantu pengelolaan konservasi dengan 

menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memastikan bahwa dana yang digunakan 

untuk konservasi benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan dan 

mendukung pelestarian alam. 

2.3.2 Pengelolaan Keuangan Sektor Lingkungan 

Pengelolaan keuangan sektor lingkungan sangat terkait dengan Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN, karena instruksi tersebut 

menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara secara efisien, transparan, 

dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan konservasi, instruksi ini 

memastikan bahwa dana yang diterima dari APBN digunakan secara optimal 

untuk mendukung pelestarian alam, seperti perlindungan terumbu karang, 

pengawasan kawasan, riset ilmiah, serta program edukasi kepada masyarakat. 

Efisiensi yang dimaksud mencakup pengurangan pemborosan, sehingga setiap 

pengeluaran anggaran diarahkan pada kegiatan yang memberikan hasil 

maksimal bagi konservasi dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, prinsip 

transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting, karena instruksi ini 

mengharuskan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

diawasi secara baik oleh lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), yang memungkinkan masyarakat dan pihak terkait lainnya memantau 

penggunaan anggaran. Evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan anggaran 

juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa dana yang digunakan 

benar-benar memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kondisi terumbu 

karang atau melindungi spesies langkah. Dengan adanya instruksi ini, 

pengelolaan anggaran tidak hanya dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur, 

tetapi juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam 
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mendukung pelestarian alam melalui kegiatan yang berbasis pada hasil nyata 

dan terukur. Secara keseluruhan, hubungan antara pengelolaan keuangan sektor 

lingkungan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 bertujuan untuk 

memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan konservasi 

digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang 

pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem yang ada. 

2.4 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 

  Instruksi Presiden (Inpres) adalah salah satu bentuk kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk memberikan arahan, 

perintah, atau petunjuk kepada kementerian, lembaga pemerintah, dan 

pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan agar program-program 

strategis pemerintah bisa berjalan dengan baik dan efektif di lapangan. Pada 

awal tahun 2025, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 

yang berpotensi merubah pendekatan pemerintah dalam pengelolaan anggaran 

negara. Instruksi ini diambil sebagai langkah nyata untuk memastikan efisiensi 

dalam penggunaan anggaran APBN dan APBD(Indonesia, 2025). Presiden 

menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar 

menyesuaikan anggaran masing-masing sesuai dengan kebijakan ini, termasuk 

melakukan pengurangan hingga 90% pada beberapa pos belanja tertentu. 

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan 

negara dengan lebih efisien dan efektif. Melalui penghematan yang signifikan, 

diharapkan setiap pengeluaran mampu memberikan manfaat optimal bagi 

masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran baik di tingkat 

pusat maupun daerah(Aziz & Zakir, 2022).  

  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 

memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran dan khususnya 

juga dalam pelaksanaan program konservasi yang dilakukan secara efisien dan 

efektif. Kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati luar 

biasa tentu memerlukan pengelolaan yang bijaksana. Penerapan Inpres ini 

mendorong pengelola kawasan konservasi untuk melakukan berbagai langkah 

strategis, seperti memangkas anggaran yang tidak berdampak langsung terhadap 
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konservasi, mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu, serta memanfaatkan 

teknologi digital untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan. 

  Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan efisiensi anggaran bukan 

berarti mengurangi kualitas program, melainkan memastikan bahwa setiap 

rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi 

kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan 

pendekatan ini dapat memastikan bahwa program-program konservasi tetap 

berjalan dengan baik, bahkan dalam situasi keterbatasan anggaran. Secara 

keseluruhan, Instruksi Presiden bukan hanya sebuah perintah administratif, tapi 

juga menjadi panduan strategis yang mendorong terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik. Khusus di kawasan konservasi seperti Bunaken, 

Inpres memberikan arah yang jelas tentang bagaimana pengelolaan kawasan bisa 

berjalan dengan lebih terukur, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini bukan hanya 

berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga membantu memberdayakan 

masyarakat lokal, menciptakan kolaborasi yang lebih luas, serta memastikan 

bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat jangka panjang. 

Dengan begitu, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih 

baik, dan tetap terjaga sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia yang 

berharga. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian yang 

terdahulu yang membahas tentang dampak efisiensi pengelolaan APBN. 

Adapun penelitian yang dimaksud peneliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul penelitian Metode Hasil Persamaan 

(Wahyudi et 

al., 2024)) 

Analisis Transparansi, 

Efisiensi, dan 

Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah di Kantor 

Gubernur Sumatera 

Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

transparansi dan 

akuntabilitas memiliki peran 

yang sangat vital dalam 

pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) untuk 

Membahas 

akuntablitas dan 

transparansi 

pengelolaan  
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Barat menciptakan tata  kelola  

pemerintahan  yang  baik 

Ardin 

Umar, 

Jamiludin 

Hasan, 

Saiful 

Tanimbar 

(2021) 

Analisis Efisiensi dan 

Efektivitas 

Pengelolaan Anggaran: 

Studi Pada Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Kabupaten Pulau 

Morotai 

Analisis 

rasio 

efisiensi 

dan 

efektivitas 

Pengelolaan anggaran pada 

BPDP Pulau Morotai 

periode 2017-2019 efisien 

dengan rata-rata 1.16% dan 

efektif dengan rata-rata 

97,27% 

Membahas 

Efisiensi dan 

Efektivitas 

pengelolaan 

Anggaran 

Andri 

Meiriki, Adi 

Musharianto

, Novitri 

Landong NS 

(2020) 

Efektivitas dan 

Efisiensi Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Analisis 

rasio 

efektivitas 

dan 

efisiensi 

Pengelolaan keuangan 

Tanggerang Selatan sangat 

efektif dan cukup efisien 

Membahas 

Efisisensi dan 

Efektivitas 

pengelolaan 

keuangang daerah 

M. Iqbal 

Febriansyah

, Jauzari 

Helmi, 

Kevin 

Immanuel 

Manurung, 

M.Tsaqif 

Rafii (2025) 

Peran Administrasi 

Negara dalam 

Pengelolaan Keuangan 

Publik 

Pendekatan 

deskriptif 

kualitatif 

Penerapan prinsip tata 

kelola yang baik 

meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan 

publik 

Membahas peran 

administrasi 

Negara dalam 

pengelolaan 

keuangan publik 

(Windyatam

a et al., 

2024) 

 

Analisis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak 

pada Balai Besar 

Taman Nasional 

Gunung Leuser 

 

Deskriptif 

kualitatif 

 

Evaluasi kepatuhan dan 

efektivitas penerimaan 

PNBP 

 

Sama-sama 

membahas efisiensi 

dalam pengelolaan 

keuangan taman 

nasional 

 

Christofora 

Erika 

Kapele, 

Jerry Sonny 

Analisis Kinerja 

Keuangan pada PT 

Bank Sulutgo Cabang 

Calaca Manado 

Metode 

kuantitatif 

Penelitian ini menggunakan 

metode CAMEL 

menunjukkan bahwa bank 

ini berada dalam kondisi 

Keduanya sama-

sama berfokus pada 

efisiensi dan 

kinerja keuangan, 
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Lintong, 

Nixon 

Sondakh, 

Raykes 

Hinrich 

Tuerah 

(2022) 

keuangan yang sehat, 

dengan nilai CAMEL tahun 

2018 sebesar 98,46 dan 

tahun 2019 sebesar 86,84, 

menandakan kemampuan 

bank dalam menjaga 

solvabilitas, likuiditas, dan 

profitabilitasnya 

namun berbeda 

dalam objek, 

metode, dan tujuan; 

penelitian Bank 

SulutGo 

mengevaluasi 

stabilitas 

perbankan, 

sedangkan 

penelitian APBN 

menilai efektivitas 

kebijakan anggaran 

pemerintah. 

Wahyuni & 

Hernusa, 

(2021) 

Tinjauan atas 

Penyusunan Anggaran 

Belanja pada 

Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

metode 

kualitatif 

Penelitian ini mengevaluasi 

keakuratan pencatatan, 

kepatuhan pengelolaan, dan 

tingkat efektivitas 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) di Balai 

Besar Taman Nasional 

Gunung Leuser. Hasilnya 

menunjukkan kepatuhan 

yang baik dan efektivitas 

penerimaan yang tinggi. 

evaluasi 

pengelolaan 

keuangan di balai 

taman nasional. 

 

   Berdasarkan keempat penelitian di atas, peneliti mendapati bahwasanya 

efisiensi terhadap pengelolaan anggaran membawa pada umumnya membawa 

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian penerapan Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pengelolaan APBN menjadi 

penelitian yang terbaharukan yang akan di lakukan peneliti. Keempat penelitian 

di atas menjadi landasan yang kuat bagi peneliti untuk melalukan analisis 

mengenai dampak penerapan  Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang 

efisiensi pengelolaan APBN pada Balai Taman Nasional Bunaken. 
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2.6 Kerangka Berpikir  

 

 

Kerangka berpikir ini menunjukkan alur pemikiran peneliti dalam 

mengkaji penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 di Balai Taman 

Nasional Bunaken (BTNB). 

Penelitian diawali dari permasalahan utama yang dihadapi BTNB, yaitu 

tingginya kebutuhan anggaran, rendahnya pendapatan wisata, serta tantangan 

dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 

2025 hadir sebagai kebijakan strategis untuk mendorong efisiensi, efektivitas, 

Permasalahan di BTNB

1. Tingginya kebutuhan anggaran

2. Pendapatan rendah dari sektor wisata

3. Tantangan efisiensi dan efektifitas

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025

Implementasi di Balai Taman Nasional Bunaken

Fokus Penelitian:

1. Penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 di BTNB

2. Strategi BTN Bunaken dalam menyesuaikan 
pengelolaan anggaran agar efisien dan efektif

Dampak Penerapan:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran

2.  Efektifitas Program Konservasi

3. Peningkatan Akuntabilitas

Tujuan Akhir:

1. Menganalisis efektivitas penerapan kebijakan 
efisiensi

2. Memberikan rekomendasi pengelolaan anggaran 
yang lebih optimal dan berkelanjutan di BTN Bunaken:



18 

 

 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. BTNB sebagai pengelola 

kawasan konservasi perlu menyesuaikan strategi pengelolaannya agar selaras 

dengan kebijakan ini. Fokus penelitian diarahkan untuk melihat sejauh mana 

kebijakan tersebut diterapkan di BTNB dan bagaimana strategi efisiensi 

anggaran dilakukan. Tujuan akhirnya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan 

efisiensi ini serta memberikan rekomendasi agar pengelolaan anggaran di BTNB 

menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. 

Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 sangat penting bagi 

BTNB untuk menjawab tantangan keterbatasan anggaran. Dengan strategi yang 

tepat, BTNB dapat tetap menjaga kelestarian kawasan sekaligus mewujudkan 

pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi dilakukan untuk memahami 

bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, sejauh mana dampaknya 

terhadap keberlanjutan pengelolaan taman nasional, serta kendala yang dihadapi 

dalam proses implementasinya.  

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi,  motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode  alamiah. Beberapa 

penelitan terdahulu juga ada yang menggunakan metode kualitatif deskriptif 

seperti pada penelitian dengan judul “Analisis Transparansi, Efisiensi, dan 

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor Gubernur Sumatera Barat” 

, dimana pada penelitian ini bahwa pencatatan keuangan sudah sesuai standard 

an optimalisasi belanja operasional juga telah dilakukan pengurangan 

pengeleuaran yang tidak prioritas dan melalui metode penelitian kualitatif 

deskriptif ditemukan bahwa kantor Gubernur Sumatera Barat telah berupaya 

meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan melalui cara melaluii 

pengurangan biaya operasional dengan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi 

informasi, optimalisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, serta pemantauan ketat terhadap 

belanja daerah guna mengurangi pemborosan dan memastikan dana 

dialokasikan sesuai kebutuhan. 

 Melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, 

penelitian “Analisis Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang 

Efisiensi Pengelolaan APBN Pada Balai Taman Nasional Bunaken” akan 

mengidentifikasi nuansa dan kompleksitas yang mungkin terlewatkan oleh 

pendekatan kuantitatif. Fokus utamanya adalah memahami makna dan 

pengalaman individu dalam konteks kebijakan tersebut, serta bagaimana 
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kebijakan tersebut mempengaruhi berbagai aspek pengelolaan, seperti program 

konservasi, interaksi dengan masyarakat, dan layanan wisatawan. Dengan 

demikian, penelitian kualitatif memberikan wawasan yang kaya dan 

komprehensif, yang esensial untuk pengambilan keputusan yang tepat dan 

berkelanjutan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini bertempat di Balai Taman Nasional Bunaken yang di 

bawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih 

spesifik Balai Taman Nasiona Bunaken di bawah tanggung jawab Direktur 

Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Balai 

Taman Nasional Bunaken beralamatkan di jl. Bailang Raya, Molas, Bunaken 

Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu Maret 

2025 hingga Mei 2025. Rentang waktu ini dapat memungkinkan penulis untuk 

melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi yang di perlukan 

oleh penulis.  

3.3  Sumber Data 

 Sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

3.3.1 Data Primer 

 Data ini didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dan observasi 

pada karyawan yang ada dengan mewawancari sejauh mana penerapaan  

instruksi presiden no 1 tahun 2025 dan apa dampak efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan kawasan konservasi  yang dilakukan oleh peneliti pada Balai 

Taman Nasional Bunaken dan data yang lebih objektif seperti Rencana 

Anggaran dan Kerja(RKA-L/K) dan SOP baru yang diperbarui terkait 

pelaksanaan Instruksi Presiden, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) 

tahun 2025, dan Laporan realisasi anggaran. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Dalam penelitian data ini didapatkan dari buku akuntansi pemerintah 

yang menjelaskan, jurnal, artikel, bahkan skripsi atau tesis yang berhubungan 

atau berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal atau artikel yang.  
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 Pertama bersumber dari buku-buku ilmiah yang membahas tentang 

manajemen keuangan publik, kebijakan anggaran, dan administrasi Negara 

seperti buku “Akuntansi Sektor Publik” karya Mardiasmo. Kedua Peneliti 

juga  menggunakan Jurnal-jurnal Ilmiah nasional bahkan internasional yang 

relevan dengan topic penelitian seperti “Analisis Efektifitas Dan Efisiensi 

Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber 

Daya Mineral Kabupaten Pinrang” oleh Alimuddin, Firman, dan Hasanudin 

Damis, juga ada jurnal yang menyoroti tentang pengelolaan anggaran pada 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) yang dimana 

diketahui berhubungan langsung dengan balai taman nasional bunaken seperti 

“Tinjauan Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian 

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”. Selain itu, penelitian ini juga 

memanfaatkan dokumen kebijakan resmi, seperti naskah asli Inpres No. 1 

Tahun 2025, petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK), serta rencana strategis dan laporan kinerja dari 

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 

dan laporan realisasi anggaran, DIPA, dan data perencanaan kegiatan tahun 

anggaran 2025 dari Balai Taman Nasional Bunaken juga digunakan untuk 

melakukan perbandingan dan melihat tren efisiensi yang dicapai setelah 

Inpres diberlakukan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada dasarnya penelitian kualitatif dalam pengumpulan data 

menggunakan teknik pengumpulan data yang umum seperti observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3.4.1 Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan 

mengamati objek secara langsung untuk memahami bagaimana penerapan 

kebijakan instruksi presiden terhadap efisiensi anggaran pendapatan belanja 

Negara pada Balai Taman Nasional Bunaken. 
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3.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antar dua orang atau lebih untuk 

mendapatkan informasi atau pendapat tertentu, untuk mendapatkan informasi 

dari informan seperti dari pejabat Balai Taman Nasional Bunaken atau 

bahkan pegawai yang ada di bidang akuntansi untuk mendapatkan pendapat 

yang lebih mendetail tentang sejauh mana penerapaan  instruksi presiden no 1 

tahun 2025 dan apa dampak efektivitas dan efisiensi pengelolaan kawasan 

konservasi  yang dilakukan. 

3.4.3 Dokumentasi 

  Data yang diperoleh dari Balai Taman Nasional Bunaken sebagian besar 

mealui observasi dan wawancara. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen 

kebijakan dan prosedur akuntansi yang relevan dengan penerapan Instruksi 

Presiden mengenai pengelolaan pada APBN.                                                                                                                                                                        

3.5    Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data dilakukan dengan tahap-tahap proses analisis 

sebagai berikut: 

3.5.1 Pengumpulan Data 

  Mengumpulkan data, keterangan, dan informasi yang relevan melalu 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang akan 

dikumpulkan meliputi Teks Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Dokumen 

perencanaan dan laporan keuangan APBN Balai Taman Nasional Bunaken 

sebelum dan sesudah penerapan instruksi presiden, Data realisasi anggaran, 

program, dan kegiatan Balai Taman Nasional Bunaken, Hasil wawancara 

dengan pihak terkait (pegawai Balai Taman Nasional Bunaken, pihak 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dll.), dan Dokumen terkait 

program dan kegiatan di Balai Taman Nasional Bunaken. 

3.5.2 Analisis isi 

 Menganalisi isi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 bertujuan 

memahami isi utama serta yang mengatur tentang efisiensi APBN . Dalam 

konteks ini di perlukan analisis dengan menelaah dokumen-dokumen resmi 
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seperti teks instruksi presiden, petunjuk teknis dari Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan(KLHK) Dan juga  dokumen yang berhubungan 

langsung dengan berjalannya kegiatan konservasi di balai taman nasional 

bunaken seperti Rencana Kerja dan Anggaran(RKA-K/L) dan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran(DIPA) tahun 2025 

 Untuk dapat  menganalisis dokumen diperlukan tekinik analisis isi 

tematik dimana mengidentifikasi tema-tema utama  dari instruksi tersebut 

seperti, Efisiensi belanja, pengurangan kegiatan yang tidak berdampak 

langsung,penguatan pengawasan, dan digitalisasi kemudian menyususn 

perintah tersebut dengan tindakan nyata di Balai Taman Nasional Bunaken 

3.5.3 Analisis Dampak 

 Analisis dampak dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan 

efisiensi yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 telah memberikan 

pengaruh terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Balai Taman 

Nasional Bunaken. Data yang digunakan meliputi perbandingan alokasi dan 

realisasi anggaran tahun 2024 dan 2025, data kegiatan yang dilakukan, hasil 

wawancara dengan pejabat dan staf balai, serta hasil observasi langsung di 

lapangan. 

 Dampak dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik, 

di mana hasil wawancara dan observasi dikodekan dan diklasifikasikan ke 

dalam tema-tema seperti efisiensi belanja operasional, efektivitas pelaksanaan 

kegiatan, dan persepsi pegawai terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan 

3.5.4 Kesimpulan 

 Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana peneliti akan menarik 

kesimpulan tentang  penerapan efisiensi pengelolaan APBN pasca keluarnya 

kebijakan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 serta memberikan 

saran pada pihak Balai Taman Nasional Bunaken. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

  Gambaran Umum 

4.1.1 Sejarah Balai Taman Nasional Bunaken 

Balai Taman Nasional Bunaken adalah lembaga pemerintah yang 

bertugas mengelola Taman Nasional Bunaken, sebuah kawasan konservasi laut 

yang sangat penting di Indonesia. Kawasan ini terletak di Provinsi Sulawesi 

Utara dan mencakup wilayah daratan dan lautan dengan luas sekitar 89.065 

hektar, termasuk lima pulau utama, yaitu Pulau Bunaken, Manado Tua, Siladen, 

Mantehage, dan Nain. Kawasan ini resmi ditetapkan sebagai taman nasional 

pada tanggal 15 September 1991 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

730/Kpts-II/1991. Sebelum menjadi kawasan konservasi resmi, wilayah 

Bunaken sudah dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi 

dan menjadi destinasi favorit bagi para penyelam, baik dari dalam maupun luar 

negeri. Namun, aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti 

penangkapan ikan dengan bahan peledak, perusakan terumbu karang, serta 

pariwisata yang belum dikelola dengan baik menimbulkan ancaman serius 

terhadap kelestarian ekosistem laut di kawasan ini. Oleh karena itu, pemerintah 

menetapkannya sebagai taman nasional, dengan pengelolaan langsung oleh 

Balai Taman Nasional Bunaken yang berada di bawah Direktorat Jenderal 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 

  Sebagai bagian dari instansi pemerintah pusat, Balai Taman Nasional 

Bunaken dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di balai ini harus mengikuti kebijakan 

pemerintah, salah satunya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pengelolaan APBN. Inpres ini diterbitkan untuk 

memastikan bahwa semua lembaga pemerintah bisa menggunakan anggaran 

secara lebih hemat, efektif, dan tepat sasaran. Dengan kata lain, belanja negara 

harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menghindari pemborosan, serta 

memberi manfaat yang jelas dan terukur. Dalam konteks Balai Taman Nasional 
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Bunaken, kebijakan efisiensi ini mendorong agar program-program konservasi 

lingkungan, pengawasan kawasan, hingga pemberdayaan masyarakat tetap bisa 

berjalan maksimal meskipun dengan anggaran yang terbatas. Ini menjadi 

tantangan tersendiri karena pengelolaan kawasan konservasi memerlukan biaya 

operasional yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting untuk memahami 

bagaimana latar belakang, tujuan, serta peran Balai TNB dapat mendukung 

penerapan efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Inpres tersebut. 

Dalam menjalankan tugasnya, Balai Taman Nasional Bunaken 

memiliki visi kelembagaan yang sangat jelas, yaitu:"Menjadi pengelola 

kawasan konservasi laut yang profesional dan berkelanjutan untuk 

mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan 

masyarakat.". Visi ini menunjukkan bahwa Balai TNB tidak hanya fokus 

pada pelestarian lingkungan, tetapi juga berkomitmen pada tata kelola yang 

baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan. Untuk 

mencapai visi tersebut, Balai TNB memiliki empat misi utama, yaitu: 

1. Menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem secara 

berkelanjutan, artinya menjaga dan merawat lingkungan laut dan darat agar 

tetap lestari untuk generasi sekarang dan masa depan.  

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan taman nasional, sehingga pengelolaan kawasan tidak hanya 

dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal dan 

mitra lainnya. 

3. Mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, yaitu memanfaatkan 

potensi wisata alam tanpa merusak lingkungan, dan menjadikannya sebagai 

sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar. 

Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia, agar seluruh pegawai dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

taman nasional memiliki kemampuan dan integritas dalam bekerja secara 

profesional. 
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Dengan landasan visi dan misi tersebut, Balai Taman Nasional 

Bunaken terus berupaya menyusun program kerja yang lebih terarah, efisien, 

dan memberikan hasil nyata. Dalam kaitannya dengan Instruksi Presiden No. 

1 Tahun 2025, visi dan misi ini juga menjadi panduan agar setiap program 

yang didanai oleh APBN benar-benar sesuai dengan tujuan konservasi, tidak 

tumpang tindih, dan mampu memberikan dampak positif baik bagi 

lingkungan maupun masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, efisiensi 

bukan berarti pengurangan kualitas kerja, tetapi lebih kepada cara bekerja 

yang lebih cerdas, transparan, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, 

penerapan kebijakan efisiensi pengelolaan APBN di Balai Taman Nasional 

Bunaken sangat penting untuk dikaji lebih dalam, terutama untuk melihat 

sejauh mana kebijakan tersebut mendukung tercapainya tujuan konservasi 

dan pelayanan publik yang optimal di kawasan ini. 

4.1.2 Struktur organisasi 

Adapun Struktur beserta tugas dan wewenang dari kepegawaian di Balai 

Taman Nasional Bunaken adalah sebagai berikut:  

A. Kepala Balai 

Tugas-tugas Kepala Balai mencakup antara lain Menyusun dan 

mengarahkan pelaksanaan rencana kerja tahunan berdasarkan kebijakan 

konservasi dan prioritas program nasional, Mengelola dan mengawasi 

penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN agar sesuai dengan 

prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mengoordinasikan 

kegiatan antar bagian dan seksi dalam struktur Balai, termasuk Seksi 

Pengelolaan Wilayah dan Subbagian Tata Usaha. Melakukan evaluasi 

dan pelaporan kinerja lembaga, baik secara internal kepada kementerian 

maupun eksternal kepada pemangku kepentingan lain. Menjalin kerja 

sama dan komunikasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, 

LSM, masyarakat, akademisi, serta mitra internasional yang terlibat 

dalam program konservasi. Menyelesaikan permasalahan teknis atau 

konflik yang timbul di lapangan, baik yang berkaitan dengan pelanggaran 

kawasan, tumpang tindih pemanfaatan, maupun tantangan pengawasan, 
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dan Memastikan bahwa seluruh kegiatan dan pegawai menjalankan tugas 

sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan tentang 

pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

B. Kepala Subbagian Tata Usaha 

Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Bunaken memegang 

peran sentral dalam memastikan kelancaran operasional balai melalui 

pengelolaan berbagai aspek administratif. Tugas utamanya meliputi 

penyusunan program dan anggaran, pengelolaan administrasi umum 

seperti surat-menyurat dan kearsipan, serta urusan kepegawaian mulai 

dari perencanaan hingga pengelolaan data. Selain itu, kasubag juga 

bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan dan 

pertanggungjawabannya, termasuk aset dan sarana prasarana balai. 

Mereka juga berperan dalam pelayanan rumah tangga kantor, koordinasi 

internal dan eksternal, serta penyusunan laporan rutin dan insidentil.  

C. Kepala seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 memiliki 

tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan kawasan 

konservasi dimana kepala seksi PTN wilayah 1 mengelola kawasan yang 

menjadi perlindungan utama balai taman nasional bunbaken yaitu 

mencakup 5 wilayah yaitu pulau bunaken, pulau nain, pulau mantehage, 

pulau siladen, dan pulau manado tua, kemudian dari setiap wilayah 

tersebut memiliki kepala resor pengelolaan taman nasional dari 5 

wilayah tersebut agar pengelolan di setiap wilayah dapat terkoordinir 

dengan baik setiap pengelolaan konservasi, khususnya pada wilayah 

bunaken yang menjadi kawasan utama yang di utamakan pengelolaannya 

di karenakan taman nasional bunaken adalah wilayah yang perlu di jaga 

kelestariannya. 

D. Kepala seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 

Tugas dan wewenang Kepala seksi pengelolaan taman nasional 

wilayah 2 sama seperti pada wilayah 1 tetapi hanya berbeda tempat 

wilayah pengelolaannya. Wilayah pengelolaan kepala seksi pengelolaan 
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taman nasional wilayah 2 terdapat 3 wilayah yaitu pulau popareng, 

sondaken, dan poopoh yang terletak dibagian Taman Nasional Bunaken, 

dimana pada wilayah ini memiliki ekosistem seperti terumbu karang dan 

biota laut yang dilindungi seperti penyu,dugong, dan lainnya. Pada 

wilayah 2 juga memliki kepala resor pada setiap pulau agar setiap 

wilayahnya dapat terkoordinir dengan baik pengelolaan kawasan 

konservasinya. 

E. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional 

masing-masing serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

  Hasil Penelitian 

Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB) merupakan salah satu satuan 

kerja di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas 

melaksanakan konservasi kawasan perairan dan darat di wilayah Taman 

Nasional Bunaken. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BTNB menerima 

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang 

digunakan untuk mendukung program kerja dan kegiatan konservasi. 

Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB) merupakan satuan kerja di bawah 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berperan dalam 

pengelolaan kawasan konservasi. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsinya, BTNB menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) untuk menjalankan dua program utama, yakni: 

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan seperti, Konservasi spesies 

dan genetik, Pemanfaatan jasa dan lingkungan kawasan suaka alam, 

Konservasi ekosistem dan pembinaan areal preservasi, Perencaanan 

konservasi keanekaragaman hayati, Pengelolaan Kawasan Suaka 

alam(KSA), kawasan pelestarian alam(KPA), dan Taman Baru (TB) 

2. Program Dukungan Manajemen, sepertiDukungan Manajemen  dan 

pelaksaanan tugas teknis Lainnya Ditjen KSDAE. 

Berikut data laporan realisasi anggaran dari bulan januari 2025 hingga april 

2025: 
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A. Bulan Januari 2025 

 

Sumber: BTNB 2025 

Gambar 4.2-1 Data RKA-KL dan DIPA bulan Januari 2025 

 Berdasarkan perbandingan Bulan Januari 2024 dan Bulan Januari 

2025 belum di terapkan Instruksi presiden no.1 Tahun 2025 pada Balai 

Taman Nasional Bunaken tetapi pada bulan januari Tahun 2025 setelah 

terealisasinya anggaran terjadi pemblokiran belanja modal yang dimana 

membuat realisasi menjadi lebih besar dari pada anggarannya yaitu dengan 

selisih Rp. 144.497.000. 

B. Bulan Februari 2025 

 

Sumber: BTNB 2025   

Gambar 4.2-2 Data RKA-KL dan DIPA bulan Februari 2025 

Pada februari tahun 2025 beberapa program sudah berjalan dan 

pada bulan februari 2025 belum terjadi penerapan Instruksi Presiden no. 

1 Tahun 2025. 
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C. Bulan Maret 2025 

 

Sumber: BTNB 2025 

Gambar 4.2-3 Data RKA-KL dan DIPA bulan Maret 2025 

Pada Bulan Maret 2025 Balai Taman Nasional Bunaken Mulai 

menerapkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dari data tersebut pada 

program konservasi spesies dan genetik terjadi efisiensi yang mana 

sebelum penerapan sebesar Rp. 265.000.000 pada bulan Maret menjadi 

Rp. 240.000.0000 dengan selisih Rp. 25.000.000 program pemanfaatan 

jasa dan lingkungan suaka alam di hapuskan sesuai dengan Instruksi 

Presiden No.1 Tahun 2025 kemudian pada program konservasi ekosistem 

terjadi efisiensi yang sebelumnya sebesar Rp. 300.000.000 pada bulan 

Maret menjadi Rp. 118.715.000 dengan selisih  Rp. 181.285.000 , pada 

program perencanaan konservasi keanekaragam hayati terjadi efisiensi 

yang mana sebelum penerapan sebesar Rp. 555.000.000 dan sesudah 

penerapan menjadi 175.510.000 dengan selisih Rp. 379.490.000 kemudian 

pada pengelolaan kawasan suaka alam dikarenakan adanya Anggaran 

Biaya Tambahan (ABT) yang dimana membuat anggaran pada program ini 

di bulan Maret tahun 2025 menjadi lebih besar dari anggaran sebelum 

terjadi penerapan yang mana sebelumnya sebesar Rp. 791.000.000 dan 

sesudah penerapan Inpres di bulan Maret menjadi sebesar Rp. 

2.162.461.000 sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp. 1.371.461.000 yang 

tidak menunjukkan adanya efisiensi dan yang terakhir pada program 

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terjadi 
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efisiensi yang mana anggaran sebelumnnya sebesar Rp. 8.328.024.000 dan 

pada bulan Maret setelah di terapkan Inpres menjadi Rp. 7.433.527.000 

dengan selisih Rp. 894.497.000. 

D. Bulan April 2025 

 
Sumber: BTNB 2025 

Gambar 4.2-4 Data RKA-KL dan DIPA bulan April 2025 

Pada bulan April 2025 terjadi efisiensi dengan anggaran yang sama 

seperti pada bulan Maret yang mana pada keseluruhannya mendapat selisih 

sebesar Rp. 218.118.000 yang di dapatkan dari anggaran sebelum penerapan 

inpres sebesar Rp. 10. 349.024.000 dan setelah penerapan menjadi Rp. 

10.310.213.000. 

4.2.1 Analisis Efisiensi 

Instruksi presiden no. 1 tahun 2025 tentang efisiensi pengelolaan APBN 

hadir sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengurangi pemborosan yang 

mendorong instansi pemrintah, termasuk Balai Taman Nasional Bunaken, untuk 

mengefektifkan penggunaan anggaran untuk itu analisis efisiensi dilakukan 

dengan membandingan rincian kegiatan output pada kegiatan yang terjadi 

efisiensi, yang dimana RKA-KL dan DIPA bulan Maret dan April Tahun 2024 

yang belum terjadi penerapan instruksi Presiden dengan RKA-KL dan DIPA 

bulan Maret Tahun 2025 dan April Tahun 2025 dikarenakan instruksi presiden 

mulai diterapkan pada bulan Maret tahun 2025, dengan rumus sebagai berikut: 
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% efisiensi= (selisih anggaran lama dan baru/anggaran lama)x100 

Berikut adalah rincian program yang kegiatannya mengalami efisiensi 

sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025:



33 

 

 

Tabel 4.2.1-1 Analisis efisiensi sebelum dan sesudah penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 
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A. Konservasi Spesies dan Genetik 

Dimana pada program ini terdapat dua kegiatan yang terefisiensi yaitu 

penyelematan jenis tumbuhan satwa liar dan Pengembangan bioprospeksi 

sumber daya genetik spesies liar. Dari data tersebut pada bulan maret 2025 

terjadi efisiensi  dengan menghapus kegiatan pengembangan bioprospeksi 

sumber daya genetik spesies liar tetapi pada kegiatan penyelamatan jenis 

tumbuhan dan satwa liar di lakukan masih pada 5 lokasi sama sebelum di 

tahun sebelum terjadi penerapan instruksi presiden no. tahun 2025 dengan 

dialokasikan anggaran dari pengembangan bioprospeksi sebesar Rp. 

50.000.000 yang dimana total keseluruhan menjadi Rp. 150.000.000 

sehingga dari total keseluruhan mendapat selisih Rp. 25.000.000 dengan 

angka presesntase 14,28% 

B. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian 

alam, dan Taman Buru 

Pada Program ini terdapat dua kegiatan yaitu yang pertaman sosialisasi, 

promosi, dan pemasaran lingkungan wisata alam du kawasan suaka alam, 

kawasan pelestarian alam, dan taman buru dan yang kedua peningkatan 

pemanfaatan dan pemasaran lingkungan wisata kawasan suaka alam, 

kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang sepenuhnya terjadi efisiensi 

dengan persentase sebesar 100%  dimana kegiatan ini tidak menjadi kegiatan 

yang berdampak langsung terhadap kinerja utama BTNB sehingga 

pendanaanya tidak dilanjutkan 

C.  Konservasi Ekosistem dan pembinaan areal preservasi 

  Pada program konservasi ekosistem dan pembinaan areal preservasi di 

fokuskan pada fasilitasi pengembangan pengelolaan areal preservasi yang 

dimana areal ini memiliki nilai konservasi yang tinggi seperti habitat 

terumbu karang alami,hutan mangrove dan lainnya. Pada kegiatan ini 

anggaran dan realisasinya di bulan Februari 2025 sebesar Rp. 300.000.000 

dengah wilayah pengelolaannya sebesar 0.02 hektar, setelah di terapkannya 
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instruksi presdiden khususnya dibulan Maret 2025 terjadi efisiensi dengan 

selisih Rp. 181.285.000 dengan persentase efisiensinya sebesar 60,42% 

tetapi wilayah pengelolaannya tetap sama sebesar 0,02 hektar. 

D. Perencanaan Konservasi Keanekaragaman hayati 

Pada program ini terdapat dua kegiatan, yang pertama optimalisasi tata 

kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di kawasan 

suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru pada bulan Februari 

2025 sebelum diterapkan instruksi presiden target outputnya dan realisasinya 

1 dokumen dengan anggaran dan realisasunya sebesar Rp. 80.000.000 dan 

pada bulan Maret tahun 2025 BTNB Mulai menerapkan instruksi presiden 

sehungga terjadi efisiensi tetapi dengan target output dan realisasi yang sama 

yaitu 1 dokumen sebelum terjadinya efisiensi tetapi dengan anggaran dan 

realisasi sebesar Rp. 62.200.000 yang dimana mendapatkan selisih sebesar 

Rp 17.800.00 dan kegiatan yang kedua yaitu penguatan perencanaan 

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, dimana 

pada bulan maret target outputnya dan realisasinya 1 dokumen dengan 

anggaran dan realisasi sebesar Rp. 475.000.000 kemudian pada bulan aret 

tahun 2025 terjadi efisiensi yang dimana target output dan realisasinya sama 

seperti di bulan Februari 2025 tetapi anggaran dan realisasi yang terpangkas 

dan menjadi sebesar Rp. 113.310.00 yang dimana dari perbandingan ini 

efisiensi dengan selisih Rp. 379.490.00 dan angka persentasenya sebesar 

68,37% 

E. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, kawasan pelestarian alam, dan taman 

buru 

Program ini melibatkan masyarakat dan kelompok dalam pengelolaanyaa 

yang dimana ada dua kegiatan yang terjadi efisiensi. Yang pertama terdapat 

kegiatan seperti konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati yang target 

output dan realisasinya pada bulan Februari 2025 sebelum diterapkan Inpres  

ebanyak 6 orang dengan anggaran dan realisasinya sebesar 95.000.000 

sedangkan pada bulan Maret di tahun 2025 yang sudah terjadi penerapan 

instruksi presiden no. 1 Tahun 2025 target output dan realisasinya tetap sama 

tetapi anggarannya terpangkas cukup besar dan realisasinya pun sesuai yang 
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dinggarkan yaitu sebesar Rp. 5.710.000 dan pada kegiatan kedua yaitu 

pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dengan target output 

dan realisasinya sebanyak 3 kelompok pada bulan Februari 2025 dengan 

anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 75.000.000 dan pada bulan Maret 

tahun 2025 dengan target output dan realisasu yang sama seperti bulan 

sebelumnya yang mana belum diterapkannnya Inpres no. 1 tahun 2025 yaitu 

sebanyak 3 kelompok tetapi anggaran yang terpangkas menjadi sebesar Rp. 

44.520.00.  maka jumlah selisih dari program ini di bulan maret tahun 2024 

dan maret tahun 2025 sebesar Rp. 119.770.000 dengan persentase  sebesar 

70,45%. 

F. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya ditjen 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

Pada program ini terdapat dua layanan yaitu yang pertama layanan 

umum yang dimana layanan ini termasuk pada penyusunan RKA-KL dan 

DIPA, pengelolaan kepegawaian dan SDM serta pengembangan teknologi 

informasi yang dimana layanan ini pada bulan Februari 2025 memiliki target 

output dan realisasinya 1 layanan dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 

750.000.000 sedangkan pada Bulan Maret tahun 2025 yang sudah di 

terapkannya instruksi presiden no.1 tahun 2025 dengan target output dan 

realisasi yang sama seperti dibulan yang sama di tahun sebelumnya yaitu 1 

layanan tetapi dengan anggaran yang sudah terpangkas yaitu sebesar Rp. 

225.000.000 pada anggaran dan realisasinya. Yang kedua yaitu layanan 

perkantoran yang dimana layanan ini termasuk pada administrasi umum, 

operasional dan pemeliharaan kantor, serta pembayaran gaji dan tunjangan 

pegawai. Pada bulan Februari 2025 memiliki target output dan realisasinya 1 

layanan dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 8.328.024.000 dan pada 

bulan Maret 2025 yang dimana BTNB sudah menerapkan instruksi presiden 

dalam layanan perkantoran terdapat target output dan realisasi yang sama 

seperti sebelumnya tetapi anggarannya terpangkas menjadi sebesar Rp. 

7.208.527.000 dan realisasinya sesuai dengan yang di anggarkan. Maka dari 

perbandingan antara kedua layanan tersebut jumlah selisih anggaran dan 
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realisasi sebelum dan sesudah terjadinya penerapan instruksi presiden adalah 

sebesar Rp. 894.497.000 dengan angka persentasenya sebesar 10,74% 

4.2.2 Laporan Realisasi Anggaran 

Penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah mendorong 

efisiensi signifikan pada program-program konservasi Balai Taman Nasional 

Betung Kerihun (BTNB). Perubahan ini, baik melalui penghapusan kegiatan 

maupun pemangkasan anggaran, akan tercermin langsung dala m Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA). Secara umum, efisiensi ini akan mengakibatkan 

penurunan total realisasi belanja dalam LRA. Contohnya, penghapusan 

kegiatan bioprospeksi  dan pemanfaatan jasa lingkungan , serta pemotongan 

anggaran pada konservasi ekosistem , perencanaan keanekaragaman hayati, 

pengelolaan kawasan, dan dukungan manajemen, akan secara kolektif 

mengurangi pos-pos belanja terkait. Analisis LRA akan menjadi kunci untuk 

mengevaluasi sejauh mana penghematan ini tercapai dan dampaknya terhadap 

kinerja finansial serta operasional BTNB, meskipun beberapa target output 

non-finansial tetap terjaga. 

Dalam konteks Balai Taman Nasional Bunaken, Inpres No. 1 Tahun 

2025 harus mengoptimalkan anggaran untuk perlindungan keanekaragaman 

hayati, pengembangan ekowisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, LRA ini akan dilengkapi dengan analisis rasio efisiensi 

program dan kegiatan untuk mengukur seberapa efektif anggaran BTNB 

dalam mencapai target-target tersebut. Demikian Rumus perhitungannya: 

 Rasio Efisiensi Program=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100% 

Dengan rumus demikan berikut data Laporan Realisasi Anggaran bulan 

Februari 2025 sebelum penerapan Instruksi Pesiden dan Laporan Realisasi 

Anggaran April 2025 yang mana sudah di terapkannya Inspres dan persentase 

capaiannya. 
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Tabel 4.2.2-1 Analisis LRA 

rincian kegiatan 
Februari 2025 April' 2025 

Anggaran realisasi % anggaran realisasi % 

Konservasi Spesies dan 

Genetik 
          

  

Pengembangan 

Bioprospeksi   sumber daya 

genetik spesies liar 

75.000.000 75.000.000 100 0 0 0 

Penyelamatan jenis 

tumbuhan dan satwa liar 
100.000.000 100.000.000 100 150.000.000 150.000.000 100 

Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan kawasan suaka 

alam, kawasan pelestarian 

alam, dan taman baru 

            

sosialisasi, promosi dan 

pemasaran pemanfaatan 

jasa lingkungan di kawasan 

suaka alam , kawasan 

pelestarian alam ,dan 

taman buru 

50.000.000 50.000.000 100 0 0 0 

Peningkatan 

pemanfaatan dan 

pemasaran lingkungan 

wisata alam dikawasan 

suaka alam, kawasan 

pelestarian alam, dan 

taman buru 

60.000.000 60.000.000 100 0 0 0 

Konservasi ekosistem dan 

pembinaanareal preservasi 
            

Fasilitasi pengembangan 

pengelolaan areal 

preservasi 

300.000.000 300.000.000 100 118.715.000 118.715.000 100 

Perencanaan konservasi 

Keanekaragaman hayati 
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Optimalisasi tata kelola 

kerja sama penguatan 

fungsi dan pembangunan 

strategis di kawasan suaka 

alam, kawasan pelestarian 

alam, dan taman buru 

80.000.000 80.000.000 100 62.200.000 62.200.000 100 

Pengelolaan Kawasan 

Suaka Alam, Kawasan 

Pelestarian Alam, Dan 

Taman Buru 

            

Penguatan Perencanaan 

Kawasan Suaka Alam, 

Kawasan Pelestarian Alam, 

dan Taman Buru 

475.000.000 475.000.000 100 113.310.000 113.310.000 100 

Masyarakat yang di 

libatkan dalam kegiatan 

konservasi kawasn dan 

keanekaragaman hayati 

95.000.000 95.000.000 100 5.710.000 5.710.000 100 

Pembinaan dan 

pemberdayaan kelompok 

masyarakat 

75.000.000 75.000.000 100 44.520.000 44.520.000 100 

Dukungan Manajemen             

Layanan Umum 750.000.000 750.000.000 100 225.000.000 225.000.000 100 

Layanan Perkantoran 7.578.024.000 7.578.024.000 100 7.208.527.000 7.208.527.000 100 

TOTAL 9.638.024.000 9.638.024.000 100 7.927.982.000 7.927.982.000 100 

Sumber: BTNB 2025 

Pada bulan Februari 2025, sebelum diterapkannya Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pengelolaan APBN, Balai Taman 

Nasional Bunaken masih menjalankan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang mengakomodasi 

beragam program konservasi dan kegiatan pendukung lainnya secara luas. 

Alokasi anggaran pada bulan ini masih mencerminkan fleksibilitas belanja, di 

mana hampir seluruh kegiatan mendapatkan pendanaan dan direalisasikan 
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sepenuhnya, yakni sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Kegiatan seperti 

“Pengembangan Bioprospeksi sumber daya genetik,” “Penyelamatan jenis 

tumbuhan dan satwa liar,” “Peningkatan pemanfaatan dan pemasaran 

lingkungan,” hingga “Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan 

kelembagaan” tetap dijalankan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada periode sebelum Inpres berlaku, pelaksanaan anggaran masih 

berorientasi pada pendekatan menyeluruh dan tidak sepenuhnya terfokus pada 

efektivitas serta prioritas output utama, sehingga program-program 

pendukung dan promosi masih dianggap relevan untuk didanai. 

Namun, pada bulan April 2025, setelah Inpres No. 1 Tahun 2025 resmi 

diterapkan, terlihat adanya penyaringan dan pengurangan anggaran secara 

selektif terhadap kegiatan yang dianggap tidak langsung mendukung output 

prioritas. Hal ini tampak dari hilangnya alokasi anggaran untuk beberapa 

kegiatan yang sebelumnya aktif di bulan Februari, seperti “sosialisasi, 

promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan” serta “peningkatan 

pemanfaatan dan pemasaran lingkungan,” yang tidak lagi mendapatkan 

anggaran dan tidak dilanjutkan. Penghapusan kegiatan ini selaras dengan 

arahan Inpres yang menekankan efisiensi anggaran melalui penyederhanaan 

kegiatan, penghapusan belanja non-prioritas, dan optimalisasi kegiatan inti 

yang berdampak langsung pada kinerja organisasi. Sebaliknya, kegiatan yang 

tetap berjalan dan mendapatkan pendanaan pada bulan April merupakan 

kegiatan strategis yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi konservasi, 

seperti “Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar” dan “Fasilitasi 

pengembangan pengelolaan areal preservasi.” Kedua kegiatan ini tetap 

menunjukkan realisasi 100 persen, menandakan bahwa Balai Taman Nasional 

Bunaken berhasil mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program 

yang memiliki relevansi tinggi dengan konservasi biodiversitas serta 

penguatan kawasan lindung. Dengan demikian, perbandingan antara bulan 

Februari dan April 2025 mencerminkan perubahan pendekatan pengelolaan 

anggaran yang lebih selektif, efisien, dan berbasis pada outcome, sesuai 

amanat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025. 
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Secara keseluruhan, dampak dari penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 

terhadap Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa Balai Taman 

Nasional Bunaken telah melaksanakan prinsip efisiensi secara substantif. 

Penghapusan kegiatan non-prioritas dan perampingan kegiatan inti telah 

berkontribusi pada peningkatan efektivitas penggunaan APBN. Realisasi 

anggaran tidak lagi bersifat menyebar, melainkan difokuskan pada kegiatan 

yang menghasilkan output yang nyata dan relevan dengan mandat pelestarian 

sumber daya alam. Hal ini juga menunjukkan peningkatan akuntabilitas 

dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, karena setiap alokasi yang 

direalisasikan memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja 

konservasi. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran setelah penerapan 

Instruksi Presiden mencerminkan tata kelola anggaran yang lebih baik, 

efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan birokrasi 

yang ramping namun produktif. 

 Pembahasan 

Mengenai pelaksanaan dan dinamika realisasi anggaran Balai Taman 

Nasional Bunaken (BTNB) selama periode Januari hingga April tahun 2025. 

Informasi ini menjadi dasar penting untuk memahami konteks sebelum dan 

sesudah diterapkannya kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden No. 1 

Tahun 2025. BTNB merupakan salah satu satuan kerja di bawah Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki mandat utama dalam 

pengelolaan kawasan konservasi laut dan darat di Sulawesi Utara. Kawasan 

ini memiliki nilai ekologis yang tinggi, baik sebagai habitat alami bagi 

beragam spesies laut maupun sebagai pusat edukasi dan ekowisata. Dalam 

menjalankan mandat konservasi tersebut, BTNB memerlukan dukungan 

anggaran yang signifikan untuk membiayai berbagai program seperti 

konservasi spesies dan ekosistem, pemantauan kawasan, pemberdayaan 

masyarakat, hingga operasional manajemen kantor.  Data realisasi anggaran 

tahun 2025 menunjukkan dinamika pelaksanaan program yang 

mencerminkan perubahan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran.  
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Pada bulan Januari dan Februari 2025, pelaksanaan anggaran masih 

mengacu pada pendekatan administratif tradisional, dengan cakupan kegiatan 

yang luas dan belum terfokus. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup 

promosi wisata, pengembangan bioprospeksi, serta berbagai program 

konservasi tanpa seleksi berbasis prioritas atau urgensi. Namun, mulai bulan 

Maret 2025, BTNB mulai menerapkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 

secara bertahap, yang mendorong penghapusan kegiatan non-esensial serta 

pemangkasan anggaran pada program-program yang tidak mendukung output 

utama. Perubahan ini disertai dengan evaluasi internal terhadap efektivitas 

kegiatan yang selama ini berjalan, sehingga strategi penganggaran tidak lagi 

hanya berdasarkan ketersediaan dana, tetapi diarahkan pada kegiatan dengan 

dampak nyata terhadap fungsi konservasi. Hasilnya, pada bulan April 2025 

terjadi efisiensi sebesar 17,7% dibanding bulan Februari, tetapi dengan 

capaian output tetap 100%. Efisiensi ini dicapai tanpa menurunkan target 

fisik maupun kualitas kegiatan yang dijalankan. Perubahan pola ini menjadi 

indikasi awal bahwa pendekatan baru berbasis efisiensi mampu menjaga 

kinerja organisasi sekaligus menghemat pengeluaran negara. 

4.3.1 Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 di BTNB 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan efisiensi 

pengelolaan APBN dengan menitikberatkan pada tiga prinsip utama: (1) 

penghentian kegiatan non-prioritas, (2) penguatan fokus terhadap program 

strategis, dan (3) efisiensi teknis dan ekonomis dalam pelaksanaan program. 

Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas tantangan keterbatasan fiskal negara 

dan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas birokrasi pemerintahan. 

Dalam konteks BTNB, penerapan Inpres ini direalisasikan melalui 

serangkaian penyesuaian, antara lain: - Penghapusan kegiatan promosi dan 

pemasaran jasa lingkungan wisata alam yang tidak memberikan kontribusi 

langsung terhadap indikator kinerja konservasi. Langkah ini diambil setelah 

dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan tersebut yang dinilai tidak 

menghasilkan dampak signifikan terhadap perlindungan sumber daya alam. 

Rasionalisasi anggaran pada program konservasi, seperti pengurangan dana 

pengelolaan ekosistem dari Rp300 juta menjadi Rp118 juta, tanpa 
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mengurangi luas wilayah pengelolaan atau intensitas kegiatan lapangan.  

Pemangkasan dana pada kegiatan dokumen perencanaan dari Rp475 juta 

menjadi Rp113 juta, dengan tetap menghasilkan satu dokumen strategi yang 

dibutuhkan untuk penguatan fungsi kawasan. Selain itu, BTNB juga 

melakukan efisiensi dalam layanan pendukung seperti layanan umum dan 

layanan perkantoran, dengan tetap memastikan kualitas pelayanan kepada 

internal organisasi. Tim pengelola keuangan dan perencana kegiatan 

melakukan penyusunan ulang struktur anggaran berbasis pada analisis cost-

benefit dan relevansi terhadap tujuan konservasi. Langkah-langkah tersebut 

memperlihatkan bentuk implementasi konkret dari efisiensi anggaran, yang 

tidak sekadar memotong dana, melainkan menata ulang prioritas pembiayaan 

dengan mempertimbangkan relevansi, efektivitas, dan keterkaitannya dengan 

output utama konservasi. Pendekatan ini juga menunjukkan kemampuan 

adaptasi BTNB dalam mengikuti arah kebijakan nasional tanpa mengganggu 

pelaksanaan program strategis yang telah direncanakan. 

Temuan empiris penelitian ini sangat relevan dengan kerangka 

berpikir yang telah disusun sebelumnya. Permasalahan utama berupa 

tingginya kebutuhan anggaran dan rendahnya pendapatan wisata disikapi 

dengan kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025. Fokus 

penelitian diarahkan pada strategi pelaksanaan efisiensi dan implementasi 

kebijakan di tingkat satuan kerja. Dari sisi teori, hasil penelitian ini sejalan 

dengan: Teori Efisiensi Anggaran, yang mencakup Efisiensi teknis yang 

mana Output tetap tercapai meskipun input (anggaran) berkurang, Efisiensi 

ekonomis yang mana Biaya lebih rendah digunakan untuk mencapai hasil 

yang sama, dan juga Efisiensi alokatif yang mana anggaran diarahkan kepada 

kegiatan yang memberikan dampak paling signifikan. Teori Akuntansi 

Pemerintahan, yang menekankan prinsip value for money, transparansi, dan 

akuntabilitas publik. Hal ini tercermin dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) BTNB yang mengaitkan setiap pengeluaran langsung dengan capaian 

output. Teori ini juga mendukung perlunya pelaporan anggaran yang berbasis 

kinerja. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menegaskan 

pentingnya keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan kawasan 
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konservasi, termasuk partisipasi masyarakat lokal. Efisiensi tidak boleh 

mengorbankan tujuan utama pelestarian lingkungan, dan dalam konteks 

BTNB, hal ini telah tercapai dengan tetap melibatkan kelompok masyarakat 

dan mempertahankan kualitas konservasi. Integrasi antara hasil penelitian dan 

kerangka teori ini menegaskan validitas pendekatan yang dilakukan BTNB 

serta relevansi kebijakan efisiensi APBN dalam praktik konservasi. 

Penerapan efisiensi anggaran di BTNB tidak hanya menghasilkan 

penghematan fiskal, tetapi juga mengindikasikan perbaikan sistem tata kelola 

organisasi. Program-program konservasi tetap berjalan optimal dengan output 

maksimal, sementara pemborosan anggaran yang selama ini tersebar pada 

kegiatan non-prioritas dapat ditekan secara sistematis. Hal ini menegaskan 

bahwa efisiensi bukanlah sekadar pemotongan anggaran, melainkan sebuah 

proses manajerial yang menyusun ulang skala prioritas berdasarkan urgensi, 

relevansi, dan kontribusinya terhadap capaian institusional. Implikasi yang 

lebih luas adalah adanya peluang bagi BTNB untuk menjadi model nasional 

dalam penerapan efisiensi anggaran berbasis hasil. Keberhasilan ini juga 

menunjukkan bahwa instansi pemerintah mampu beradaptasi dengan arahan 

kebijakan pusat tanpa kehilangan kualitas layanan publik. Pendekatan 

berbasis kinerja dan hasil seperti ini juga dapat diadopsi oleh satuan kerja 

lain, terutama di sektor kehutanan, perikanan, dan lingkungan hidup. 

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi satuan kerja pemerintah 

lainnya, khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi, untuk 

menerapkan efisiensi berbasis outcome. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih adaptif oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun program 

anggaran tahunan yang berbasis pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas publik. Dengan demikian, BTNB dapat menjadi model 

penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang berhasil menyeimbangkan 

tuntutan pelestarian lingkungan dengan keterbatasan fiskal, sekaligus 

memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam secara nasional. 
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4.3.2 Dampak Efisiensi pada Optimalisasi APBN, Efektivitas Program 

Konservasi, dan Peningkatan Akuntabilitas 

Implementasi strategi efisiensi di BTNB, sebagai respons langsung 

terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025, telah menghasilkan dampak yang jelas 

dan terukur: 

1. Optimalisasi Penggunaan APBN 

Efisiensi yang dicapai oleh BTNB secara langsung berkontribusi pada 

optimalisasi penggunaan APBN. Data menunjukkan pemangkasan 

anggaran yang signifikan di berbagai program, yang berarti terjadi 

penghematan dana publik. Misalnya, penghematan pada Program 

Pengelolaan Kawasan saja mencapai Rp 119.770.000, dan pada program 

Dukungan Manajemen mencapai Rp 894.497.000. Angka-angka ini secara 

konkret merepresentasikan dana APBN yang kini dapat dialokasikan secara 

lebih strategis oleh pemerintah, baik untuk program prioritas lain di sektor 

konservasi maupun di sektor pembangunan nasional lainnya. Ini adalah 

bukti nyata bahwa BTNB telah menjalankan mandat Inpres untuk 

pengelolaan fiskal yang lebih bertanggung jawab dan efisien. 

2. Efektivitas Program Konservasi 

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang besar, efektivitas program 

konservasi secara umum tetap terjaga atau bahkan ditingkatkan dalam 

fokusnya. Ini terbukti dari konsistensi target output dan realisasi di banyak 

program meskipun anggaran berkurang seperti; 

a. Pada program Konservasi Spesies dan Genetik, kegiatan 

penyelamatan tetap dilakukan di 5 lokasi. 

b. Pada program Konservasi Ekosistem, luas wilayah pengelolaan 0,02 

hektar tetap dipertahankan. 

c. Pada program Perencanaan Konservasi, jumlah dokumen yang 

dihasilkan tetap 1. 

d. Pada program Pengelolaan Kawasan, jumlah orang atau kelompok 

yang terlibat tetap sesuai target. 
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Keputusan untuk menghapus kegiatan yang "tidak berdampak 

langsung" (misalnya pada Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan) 

menunjukkan bahwa BTNB melakukan penajaman prioritas. Sumber daya 

yang terbatas kini difokuskan pada kegiatan yang secara langsung 

berkontribusi pada kinerja utama konservasi, memastikan bahwa efisiensi 

anggaran tidak mengorbankan esensi dan dampak inti dari upaya 

pelestarian. Hal ini mengindikasikan bahwa BTNB telah menemukan cara-

cara yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan mandat 

konservasinya dengan sumber daya yang lebih hemat. 

3. Peningkatan Akuntabilitas 

Penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 secara langsung meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran BTNB. Data yang disajikan 

secara rinci mengenai anggaran dan realisasi, serta perbandingan antara 

bulan Februari 2025 sebelum terjadinya efisiendi dan Maret 2025 setelah 

terjadinya efisiensi, merupakan indikator konkret dari peningkatan 

transparansi. BTNB dituntut untuk secara jelas menunjukkan bagaimana 

dana publik digunakan dan bagaimana setiap rupiah berkorelasi dengan 

pencapaian target. Proses identifikasi dan implementasi efisiensi ini 

memerlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat. Ketersediaan 

data yang membandingkan "sebelum" dan "sesudah" penerapan Inpres 

memfasilitasi audit kinerja dan keuangan yang lebih mudah, sehingga 

memastikan bahwa pengelola dana bertanggung jawab penuh atas setiap 

keputusan alokasi. Peningkatan akuntabilitas ini memperkuat kepercayaan 

publik terhadap pengelolaan sumber daya oleh lembaga pemerintah.
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BAB V 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

   Kesimpulan 

Berdasarkan data riil yang disajikan, Balai Taman Nasional Bunaken telah 

berhasil mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dengan 

menunjukkan efisiensi yang nyata dan terukur di seluruh programnya. Strategi yang 

diterapkan mencakup rasionalisasi program melalui penghapusan kegiatan non-esensial, 

penajaman fokus pada kegiatan inti, dan optimalisasi biaya operasional dan 

administratif tanpa mengorbankan target output utama. 

Penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 telah mendorong Balai 

Taman Nasional Bunaken (BTNB) untuk mencapai efisiensi signifikan dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui berbagai 

strategi penajaman fokus program dan efisiensi operasional, peningkatan fokus dan 

realokasi anggaran ke program prioritas tinggi (misalnya penyelamatan spesies), 

optimalisasi metode kerja dan sumber daya lokal dalam pelaksanaan kegiatan (terlihat 

pada konservasi ekosistem dan pengelolaan kawasan), serta penekanan biaya 

operasional dan administrasi. Dampak dari efisiensi ini sangat positif dan terukur: 

optimalisasi APBN melalui penghematan dana yang signifikan, efektivitas program 

konservasi yang tetap terjaga atau bahkan meningkat karena penajaman fokus pada 

output inti meskipun dengan anggaran lebih rendah, dan peningkatan akuntabilitas 

lembaga melalui transparansi data anggaran dan realisasi yang lebih ketat, memperkuat 

kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya. 

 Rekomendasi 

Supaya keberhasilan BTNB ini bisa terus berlanjut dan bahkan ditiru pihak lain, 

ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan: 

1. Untuk Faktor-faktor Efisiensi 

a. Catat Cara Kerja Hemat yang Berhasil: BTNB perlu mendokumentasikan 

setiap strategi penghematan yang sukses mereka lakukan, misalnya bagaimana 

mereka melatih staf internal sendiri alih-alih mengundang ahli mahal dari luar, 

atau bagaimana mereka memanfaatkan peralatan yang sudah ada. Ini penting 
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agar cara-cara efisien ini bisa menjadi panduan atau standar bagi program lain 

di BTNB atau bahkan bagi balai taman nasional lain. 

b. Cek Terus Program yang Dihapus: Walaupun beberapa kegiatan dihapus 

karena dianggap tidak penting, BTNB disarankan untuk sesekali meninjau 

ulang apakah kegiatan tersebut benar-benar tidak akan relevan di masa depan. 

Mungkin ada cara yang lebih efisien untuk menjalankannya jika nanti 

relevansinya berubah, atau apakah penghapusan ini tidak menimbulkan dampak 

negatif jangka panjang. 

c. Tingkatkan Kemampuan Staf Internal: Dengan terus melatih dan 

mengembangkan keahlian staf BTNB sendiri dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program, mereka akan makin mandiri dan tidak perlu bergantung 

pada konsultan eksternal yang biayanya seringkali mahal. Ini akan semakin 

mendukung penghematan anggaran. 

2. Untuk Dampak Efisiensi 

a. Ukur Dampak Program yang Tidak Cuma Angka: Selain menghitung 

berapa orang yang terlibat atau berapa lokasi yang dipantau, BTNB perlu 

mencari cara untuk mengukur dampak yang lebih dalam dan tidak hanya berupa 

angka. Misalnya, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah 

terlibat program, atau seberapa sehat ekosistem laut mereka secara kualitatif. Ini 

akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keberhasilan 

konservasi. 

b. Menjadi contoh bagi instansi lain : Keberhasilan BTNB dalam berhemat 

sambil tetap efektif patut jadi contoh. Mereka bisa berbagi pengalaman dan 

strategi efisiensinya kepada balai taman nasional lain atau lembaga konservasi 

di Indonesia. Ini bisa dilakukan lewat lokakarya atau seminar agar semakin 

banyak yang bisa mengelola dana negara dengan lebih baik. 

c. Buat Rencana Anggaran Jangka Panjang yang Kuat: Dengan data efisiensi 

yang sudah ada, BTNB bisa membuat proposal anggaran untuk masa depan 

yang lebih meyakinkan. Mereka bisa menunjukkan bagaimana setiap rupiah 

yang diterima akan menghasilkan dampak konservasi yang optimal. Ini juga 

bisa membuka peluang untuk mencari sumber dana tambahan dari pihak swasta 

atau organisasi non-profit yang tertarik mendukung konservasi yang efisien. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Wawancara 

Jabatan Pertanyaan Jawaban 

Kasubag 1. Bagaimana Penerapan 

instruksi presiden no. 1 

tahun 2025 pada Balai 

Taman nasional 

bunaken? 

 

 

 

 

2. Apakah dampak yang 

terjadi di Balai Taman 

Nasional Bunaken 

setelah diterapkan 

Inpres tersebut 

1. Instruksi Presiden di BTNB mulai 

diterapkan dibulan maret yang mana 

kami mendiskusikan hal-hal yang 

penting kami pertahankan dan tanpa 

mengorbankan karyawan yang ada, 

tetapi beberapa program yang 

membawa dampak langsung bagi 

Balai Taman Nasional Bunaken tetap 

kami pertahankan. 

2. Seperti yang di ketahui inpres mulai 

diedarkan dari bulan januari dan 

lebih menyangkut ke belanja 

operasional yang mana orang berpikir 

hanya ATK,biaya spanduk dll,tetapi 

sebenarnya tidak hanya itu melainkan 

mencakup seluruh biaya pemeliharan 

aset dan belanja langganan daya dan 

jasa , dan saya mengambil kebijakan 

untuk memangkas setengah dari 

biaya pemeliharaan aset termasuk 

BBM pimpinan. Gaji Honorer juga 

termasuk dalam belanja barang 

operasional tetapi saya 

meprioritaskan karyawan sehingga 

tidak terkorek gajinya, dan juga 

adanya Anggaran Biaya Tambahan 

dari pusat khusus hanya di patroli 

saja untuk membantu karyawan. 
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Lampiran 2: RKA dan DIPA bulan januari 2025 
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Lampiran 3: RKA-KL dan DIPA bulan Februari 2025 
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Lampiran 4: RKA-KL dan DIPA bulan Maret 2025 
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Lampiran 5: RKA-KL dan DIPA bulan April 2025 
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Lampiran 6: Lembar Konsultasi pembimbingan dan Surat Ketrangan Cek Turnitin 
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Kegiatan Bersih Pantai Bersama Keluarga besar Balai Taman Nasional Bunaken 

 

 

Struktur kepegawaian Balai Taman Nasional Bunaken 
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Lembar Asistensi Revisi Skripsi 

1. Ketua Penguji 
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2. Penguji 1 
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3. Penguji 2 

 


